


. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846};

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Republik Indonesia 43 Nomor 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneia Nomor 5071);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tehun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221},



10.Peraturan Meuterl Dalsun Negerl Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenkiator Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsl dan Ksbupaten/Kota (Berita Negara
Republilz Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

11.Permiuran Menteri Dalam Negeri Nomer 138 Tahun
2017 tontang Penyelenggnraan Pelayenan Terpadu

Satu Pintu Dasrah (Berita Negara Republilk Indonessia
Tahun 2017 Nomor 1956);

12 Peraturan Menteri Pendayagunean Aparvatur Negara
dan sformasi Bitoloeasl Republik Indobesia Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Peayusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Palayanan

Publik {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 708);

13.Phraturan Daeral Kebupaten Balangan Nomor 02

Tb.hun 20038 tentang Urusan PFemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Perperintah Daerah Kabupaten

Balangan [Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

tahun 2008 Nemnor 02, Tambahan Lembaran Dasrah
Kabupsaten Balangan Nomor 43);

14.Peraturan Dasrah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 HNomor 14, Tambahan
Lembaran Daesrah Kabupaten Balangan Nomer 13);

15. Petaturan Dasrah Kabupaten Balangen Nomer 9 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daevals
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daersh Kabupaten

Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

Menetapkan : KEPUTUSAN KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL,

KESATU

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALARGAN
TENTANG PENUNJUKAN FEJABAT PENQELOLA,
ADMIN dan INOVATOR INOVASI lading LADING ASAH
BATU PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATY PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN BALANGAN

: Menunjuk Pejabat Pengelola Inovasi Lading Asalh Batu
pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kexja kabupaten Balangen,






LAMPIRAN I
EEPUTUSAN EEPALA DPMPTSPTTK KABUPATEN BALANGAN

NOMOR

: 188,457 19

TANGGAL : 25 September 2021

J/ DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2021

NAMA PEJABAT PENQELOLA INOVAS] LADING ASAH BATU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADLF 3ATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA EABUPATEN BALANGAN

No.

Nama

Jabatan
Dalam Tim

Jabatan Dalam Dinas

H, Ablji, S.Pd, M.AP

Pangarah

Kepala Dines Penanaman

H, M. INAN 3ETIADY,

Penanggung
Jawab

Akhmad, SH, MM

"Budimah, 8.Sos, MM

ol
.

H. M. Firdaus
Harladi, 8. Sas

Kasi Pengelolaan Sistem
Informasi DPMPTSPTTK
Kabupaten Balangan

Isnaningsaih, 3.3c8,
MM

Kasi Pelayanan Perizinan
Berusahal DPMPTSPTTK
Kabupaten Balangan

~)

Ani Sirwandari, 8.8086

Kasi Felayanan Perizinan
Berusaha I DPMPTSPTTK
Kabupaten Balangan

Gusti Fitria Agustina

Kasi Peningkatan dan
Pengembangan Invostasi
Penanaman modal
DPMPTSPITK Kabupaten

Kasi Promosl Penanaman
Modial DPMPTEPTTK
Kabupaten Balangan

10.

Kasl Pengendalian dan
- Pengawasan Penanaman
‘Modal DPFMPTSPTTK




Ataf Dinas FUPR
Kabupaten Balmnga

Hidup dan Pertanghan
Kabupaten Balangan

Staf Dinas Perfwibungan
Kebupaten Balanpan

14.

Stef Dinas Kominto
Kabupaten Batangen

11,

13

Btal Dinan Keschatan

Stal Dinas Koperasi,

Perdagangan,
Perindustzian dan UMK

Kabupaten Balangan

13.

Donald Simarmata

Stsf Dinas Pendidikan

l4l

15.

Hﬂﬁlﬂf; 3._]{0111

M. Rijani Saputra

Buana, 3H

M., Ridhn Azher,
B.Kam

8.

19. | Jamidi, 8, AP

M. Tham

‘Rubayah, 8,808

Mrﬁ

00048088 4441041













